SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
LA LU A 8 2

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwalkilan
Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Menteri -
Keuangan Nomor S-1145/MK.02/2024 tentang
Tanggapan atas Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian
Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
pcz‘rlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2024 tentang Penctapan Tunjangan Kinerja dan




Mengingat

Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat  Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2028 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 30);

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 245);

. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024  tentang Perubahan Keempat Peraturan

Sekretaris  Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 . tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Selisih  bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia,;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I
Mengubah Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja dan
’I‘Ltmja.:mgan Selisih  sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



Pasal 11
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

a tanggal 3 Januari 2025
Salinan sesuai dengan aslinya pada bemiggal 3 e

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL.
REPUBLIK INDONESIA ’

KepalaBiro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

D) TTD.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
INDRA ISKANDAR






